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ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam 

mengentas kemiskinan di Kota Surabaya melalui pemberdayaan ekonomi 

keluarga yang disebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 

(UPPKA) yang hanya berfokus pada kelompok Akseptor. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitataif studi kasus. Melaui kelompok UPPKA, 

sekelompok anggota keluarga akseptor terhubung satu sama lain sebagai bagian 

dari program UPPKA dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga dan 

mencapai kemandirian ekonomi keluarga. Namun, masih ditemukan kendala 

dalam penelitian ini seperti memahami karakter masyarakat kurang mampu dan 

memahami pola pikir bahwa jika pemerintah melakukan intervensi pada 

masyarakat kurang mampu, pemerintah datang dengan bantuan uang tunai. Oleh 

karena itu, perlu adanya pemahaman karakter dengan edukasi tentang kegiatan 

program UPPKA dan menyampaikan kepada kelompok UPPKA bahwa 

pemerintah datang mengintervensi mereka bukan dengan membawa bantuan dana, 

tetapi dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan.  

 

Kata kunci: Program UPPKA, pengentas kemiskinan, sosialisasi 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the role of the Office of Women's 

Empowerment and Population Control and Family Planning in alleviating poverty 

in Surabaya City through family economic empowerment called the Acceptor 

Family Income Improvement Program (UPPKA) which only focuses on the 

Acceptor group.. The method used in this research is a qualitative case study. 

Through the UPPKA group, a group of acceptor family members connect with 

each other as part of the UPPKA program in order to improve family economic 

function and achieve family economic independence. However, there are still 

obstacles in this research such as understanding the character of the 

underprivileged community and understanding the mindset that if the government 

intervenes in the underprivileged community, the government comes with cash 

assistance. Therefore, it is necessary to understand the character by educating 

about UPPKA program activities and conveying to UPPKA groups that the 

government comes to intervene with them not by bringing financial assistance, but 

by providing socialization and training. 

 

Keywords: UPPKA program, poverty alleviation, socialization 

 

A. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia.. Selama beberapa tahun terakhir, populasi penduduk terus mengalami 

peningkatan. Terlihat pada grafik di bawah ini, yang menunjukan populasi 

penduduk Indonesia di tahun 2015-2022 : 

 
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 255,58 juta jiwa di 

pertengahan tahun 2015. Populasi penduduk Indonesia akan terus tumbuh secara 

signifikan di tahun 2015 hingga tahun 2022. Menurut laporan tersebut, bahwa 

populasi penduduk Indonesia akan menapai 275,77 juta pada tahun 2022. 

Dampaknya pertumbuhan penduduk ini patut diwaspadai dikarenakan efek 

potensial ledakan penduduk pada kemiskinan ekstrem dan menjadi suatu 

tantangan untuk pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan (Annur, 

2022). Pemerintah harus lebih memperhatikan tentang situasi pertumbuhan 

jumlah penduduk dan menanganinya dengan baik. Misalnya, bahwa pertumbuhan 

penduduk harus diimbangi dengan pembangunan berbagai fasilitas dan 

infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di daerah tersebut. 

Dampak adanya pertumbuhan jumlah penduduk seperti perselisihan sosial sering 
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muncul dalam situasi di mana sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Belum 

lagi masalah banyak anak yang putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan. 

Faktor pertambahan jumlah penduduk diakibatkan seperti kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortilitas)¸dan migrasi penduduk (Rahma et al., 2020).  

 Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk menangani laju pertumbuhan penduduk. Dilihat dari 

keberhasilan pada program KB dinilai cukup membantu untuk menangani laju 

pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana (KB) digunakan dengan tujuan 

merencanakan keluarga kecil. (Ari, 2020). Pemerintah menggunakan program KB 

adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, 

mengurangi kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu. Tidak hanya 

pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan, tetapi masyarakat juga perlu memiliki peran dalam mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran (Basyar et al., 2022). Inovasi yang ditawarkan 

oleh pemerintah terhadap program keluarga berencana merupakan program Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kora surabaya merupakan 

salah satu yang telah memulai pelaksanaan program UPPKA. Di karenakan Kota 

Surabaya tidak lepas dari kemiskinan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan 

untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang dinilai dari 

segi biaya. 

 Secara umum, kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau 

kelompok tidak dapat menggunakan hak-hak dasar mereka untuk 

mempertahankan dan memajukan kehidupan yang berstatus. Penduduk miskin 

adalah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), ditentukan dari 

temuan survey (sample). Angka kemiskinan yang di informasikan oleh BPS 

adalah data makro dan merupakan hasil Susesnas (Survey Sosial Ekonomi 

Nasional) yang memaparkan presentase penduduk miskin terhadap jumlah 

penduduk dalam suatu wilayah (Mardikanto, 2019). Menurut BPS, garis 

kemiskinan mewakili jumlah mata uang paling sedikit yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan minuman harian untuk makana  (setara dengan 2.100 kkal 

per orang) dan kebutuhan non-pangan. 

 
Menurut data BPS Kota Surabaya, presentase individu penduduk miskin di 

Kota Surabaya mengalami penyusutan antara tahun 2016 - 2019. Sementara itu, 

jumlah penduduk miskin naik mejadi 145.670 orang pada tahun 2020. Sehingga 

presentase penduduk miskin menjadi 5,02 persen. Kondisi ini disebabkan oleh 

pandemi covid-19 yang akan mempengaruhi perekonomian dan konsumsi tenaga 

kerja pada tahun 2020 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021). Dampak sektor  

ekonomi merupakan masalah penting bagi kehidupan berkeluarga, setiap keluarga 



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 
Vol.  3 No. 1 (2023) e-ISSN: 2797-04692 

165 
 

bercita-cita untuk hidup dalam masyarakat yang bahagia dan makmur, tetapi 

mencapai kesejahteraan ekonomi perlu melakukan program yang harus dijalankan 

(Wijandi et al., 2018). Program untuk mendorong masyarakat aktif dalam 

pemberdayaan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana Provinsi Jawa Timur.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mempunyai 

peranan dalam mengentas kemiskinan di Kota Surabaya melalui pemberdayaan 

ekonomi keluarga yang disebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Akseptor (UPPKA) yang hanya berfokus pada kelompok Akseptor (Wijandi et al., 

2018). Program UPPKA merupakan usaha ekonomi produktif yang terdiri dari 

sekolompok anggota keluarga akseptor yang terhubung satu sama lain dalam 

rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga mereka untuk mencapai 

kemandirian ekonomi keluarga melalui forum kelompok UPPKA (Astuti, 2021). 

Kelompok UPPKA merupakan kumpulan kegiatan pengembangan keluarga dan 

ketahan keluarga berdasarkan tujuan dan motivasi untuk mengisi waktu dan 

memaksimalkan potensi sosial dan ekonomi keluarga melalui kegiatan 

pemberdayaan keluarga di bidang sosial dan ekonomi (Nofrijal, 2021). 

Selain itu, salah satu kendala yang  dihadapi para pelaku usaha mereka 

adalah pelatih kewiraushaan, pembinaan dan manajemen modal dan pembatasan 

pemasaran produk. Selama epidemi covid-19 pembinaan tidak dilakukan, sebagai 

gantinya para anggota belajar keterampilan satu sama lain (Astuti, 2021). Dalam 

hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabay mempunyai peran 

penting dalam mengelola kelompok UPPKA sebagai upaya peningkatan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga akseptor dan keluarga rentan usaha ekonomi 

keluarga. Sejalan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 

(BKKBN, 2020).  

 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif 

studi kasus, yang berfokus perhatian pada satu objek tertentu dan mendalami 

sebagai suatu kasus. Teknik studi kasus memungkinkan peneliti untuk 

mempertahankan prespektif yang komprehensif dan signifikan. Sementara itu, 

peneliti menggunakan wawancara, observarsi dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data premier dan sekunder untuk penelitian ini. 

Fokus dari penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Akseptor (UPPKA) Kota Surabaya” untuk mengetahui (1) 

penyelenggara pemerintah dalam program UPPKA, (2) Pembinaan Program 

UPPKA, (3) Pendampingan dan Pemasaran. Lokasi penelitian yang dilakukan di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penyelenggara Pemerintah dalam Program UPPKA 

Pada dasarnya penyelenggara penciptaan fungsi pelayanan publik adalah 

tujuan dari penyelenggara pemerintah. Fungsi pelayanan publik yang baik sering 

kali merupakan hasil dari pemerintah yang baik. Sebaliknya, pelayanan publik 

yang tidak terorganisir dengan baik juga merupakan hasil dari pemerintahan yang 

tidak terorganisir. Alih-alih terbatas pada penggunaan aturan dan peraturan yang 

berlaku, konsep tata kelola dibentuk dengan menerapkan prinsip administrasi 

pemerintahan, yang harus melibatkan birokrasi internal dan birokrasi eksternal 

(Tahir, 2017).  

Program UPPKA di Kota Surabaya merupakan salah satu contoh program 

pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah. 

Keterlibatan pemerintah dalam program UPPKA sangat diperlukan dalam 

penyusunan rencana dan pemilihan inisiatif yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya pemerintah untuk memberlakukan 

program UPPKA dilakuakan secara terstruktur, dimulai dari mereka yang 

menerima program keluarga berencana dengan melihat pendapatan mereka atau 

jatuh ke dalam kemiskinan ekstreme. Pemerintah mengadakan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan mereka dengan tujuan meningkatkan pendapatan 

keluarga dan membantu perekonomian keluarga dalam rangka mengurangi 

kemiskinan di keluarga mereka. pengelolaan pengembangangan kelompok 

UPPKA tentu saja bergantung pada keterlibatan pemerintah, lembaga, civitas 

akademika, dan masyarakat dalam pembinaan dan pengelolaannya. Dapat dilihat 

peran pemerintah dalam pembinaan kepada masyarakat sebagai : 

a. Peran sebagai Entrepeuner  

Pemerintah daerah berperan sebagai pengusaha dengan mendorong 

pertumbuhan  usaha kecil melalui kebijakan dan industri kecil. Pemerintah daerah 

sebagai entrepreuner memiliki peran penting dalam kegiatan produktif yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun negara. Selain itu, dengan 

mengerahkan tenaga ahli yang memiliki reputasi dan kompenten dalam 

menawarkan penyuluhan dan pembinaan bagi pengusaha potensial yang akan 

menggunakan dana bantuan yang merupakan pinjaman ringan.  

Dalam program UPPKA, tanggung jawab pemerintah adalah melatih 

kelompokm UPPKA di Kampung KB. Dimulai di Surabaya, dibuatlah Rumah 

Kreatif yang menghasilkan pengerajin batik dan menampilkan kelompok UPPKA 

ini dalam pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk 

konsumen, DP3APPKB mengundang instansi lain, maupun pegawai DP3APPKB 

sendiri dan menyarankan kepada para tetangga atau masyarakat lain untuk 

membeli produk yang dibuat untuk mendukung usaha kelompok UPPKA. 

b. Peran sebagai Koordinator 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yakni layanan 

pemerintah daerah yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, 

koordinasi dan dukungan seluruh kegiatan pelayanan pemerintah. Untuk 

memenuhi peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayananan kepada 
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masyarakat, perangkat daerah harus memiliki rasa kerja sama dan kerja sama tim. 

Pada Program UPPKA yang merupakan program peningkatan keluarga akseptor, 

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai leading sektor / penggerak dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga sebagai koordinator dari program 

UPPKA yang mengkoordinasikan kebutuhan program UPPKA dengan instansi 

lain. 

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan regulasi dalam upaya pelaksanaan 

program UPPKA. Pengertian regulasi menurut Kyle  Malcom (2009), yaitu 

“Regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Pengertian Regulasi masih dalam prespektif 

administrasi publik” (Fikriansyah, 2022). 

Sejalan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) Nomor 17 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan 

bahwa pengurus kelompok UPPKA di tingkat Kabupaten atau Kota merupakan 

organisasi perangat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. Selain itu, hak ini berkaitan dengan usaha ekonomi yang 

tercakup dalam Undang-undang UMKM, operasi dan perdagangan yang diatur 

dalam PP No 7 Tahun 2021 mengenai peraturan yang berkaitan dengan 

pengembangan UMKM tercantum dalam pasal 39, 60, 71 dan 88. 

a. Pasal 39 tentang kemudahan perizinan berusaha dan mendaftarkan usaha 

mikro dan kecil; 

b. Pasal 60tentang penyedian ruang untuk promosi dan pengembangan usaha 

mikro dan kecil; 

c. Pasal 71 tentang kemudahan pendampingan dan fasilitas pembiayaan, dan ; 

d. Pasal 88 tentang untuk usah mikro dan kecil, pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penggunan 

sistem aplikasi. 

Pelaksanaan Sosialisasi 

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, 

peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 

berpatisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Kerja, 2017). Berdasarkan 

wawancara yang diperoleh peneliti, maka dinalisis sesuai dengan teori Peran 

Seorjono Soekanto (2002:243), yaitu “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Dan selaras dengan Peran 

Pemerintah yang dikemukakan oleh Sindang P. Siagian dalam bukunya 

Administrasi pembangunan (2009:132), yaitu “peranan pemerintah pada 

umumnya muncul sebagai bentuk seperti fungsi, pengaturan, fungsi perumusan 

berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegak hukum, serta 

fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.” Sesuai dengan pengertian 

dari 2 teori tersebut, fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan 

UPPKA dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat menjadi pelaku usaha. 
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Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan UPPKA untuk 

memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah yang berminat menjadi pelaku usaha. Kegiatan pembinaan 

UPPKA ini dilaksanakan dengan target peserta keluarga yang ikut Akseptor KB 

yang tersebar di beberapa RW dalam lingkup Kelurahan Kandangan setelah 

melalui tahap assegment untuk menentukan peserta yang bisa mengikuti agenda 

pelatihan dalam kurunwaktu Bulan Juni-Juli 2022. Pembinaan dilakukan selama 

13-17 pertemuan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, sisanya dalam satu 

tahun adalah evaluasi atau pendampingan untuk memantau progress kelompok 

UPPKA. Dalam melaksanakan pembinaan pada kelompok UPPKA, masyarakat 

menerima dengan positif terhadap kegiatan yang daidakan oleh pemerintah.  

Program UPPKA dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Surabaya untuk memfasilitasi sebgai salah satu bentuk program pemerintah 

kepada masyarakat, salah satunya untuk mengurangi kemiskinan dan 

kesejahteraan individu yang sebelumnya tidak memiliki usaha kemudian dilatihan 

untuk memiliki usaha sendiri. Dengan cara ini, masyarakat dapat meningkatkan 

perekonomian di keluarganya. Para ibu rumah tangga bisa berkontribusi di dalam 

keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. 

Tujuan kegiatan UPPKA di Kecamatan Benowo ini dinilai berhasil dalam 

mensejahterakan masyarakatnya dalam meningkatkan pendapatannya. 

Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Benowo adalah rumah kreatif sebagai 

tempat pelatihan kewirausahaan. Rumah kreatif ini pun tidak fokus di Kecamatan 

Benowo saja, tetapi sudah banyak Kecamatan yang tersedia rumah kreatif. 

Adapun faktor kendala yang dihadapi Pemrintah Kota Surabaya dalam 

mengembangkan kelompok UPPKA dan solusi untuk permasalahan kendala yang 

dihadapi. 

Berikut faktor kendala program UPPKA : 

a. Kendala yang dihadapi adalah tantangan yang mendasar tentang pemahaman 

karakter dari masyarakat yang kurang mampu atau kurang sejahtera. 

b. Kendala tentang pemahaman atau mindset bahwa bila pemerintah 

mengintervensi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah datang dengan 

memberikan bantuan secara cash atau tunai. 

Adapun solusi yang diberikan terhadap kendala yang dihadapi, sebagai 

berikut: 

a. Solusi yang dilakukan tentang pemahaman karakter ini diberi edukasi tentang 

manfaatnya mengikuti kegiatan program UPPKA agar mereka lebih produktif 

dan menghasilkan produk makanan atau makanan yang bisa membantu 

perekonomian keluarga mereka. 

b. Solusi untuk mengubah mindset tentang pemberian bantuan dalam bentuk 

cash atau tunai dengan menyampaikan kepada kelompok UPPKA bahwa 

pemerintah datang mengintervensi mereka bukan dengan menyampaikan 

bantuan secara tunai saja, tetapi dengan memberikan edukasi dan pelatihan. 
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Pembinaan Kemasyarakatan  

Pembinaan menurut Mitha Thoha menyatakan bahwa “Pembinaan ialah 

suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini 

menunjuukan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, kemungkinan 

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi 

pembinaan, yaitu : (1) Pembinaan bisa berupa suatu, tindakan, prses atau 

pernyataan tujuan. (2) Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas 

sesuatu (Zamrodah, 2016).  

Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan dan pameran 

pemasaran kepada kelompok UPPKA yaitu dengan melakukan kunjungan atau 

home visit untuk memberikan dorongan motivasi serta memfasilitasi dalam hal 

akses manajemen, pemasaran, packing legalitas dan inovasi produk. Sesuai 

dengan memberikan pendampingan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Surabaya sudah memenuhi indikator sebagai pendamping karena telah : 

a. Pada kegiatan kelompok UPPKA prioritas utama adalah mengikuti pelatihan 

dan pendampingan untuk meningkatkan taraf pendapatan keluarga akseptor, 

dengan tujuan untuk membantu perekonomjian keluarga mereka. selain itu 

mengikuti pelatihan dan pendampingan dapat membantu kelompok UPPKA 

untuk mendirikan dan meningkatkan usaha yang dijalankan.  

b. Mendapatkan fasilitas tentang informasi atau kuota tentang bazar di tingkat 

kota atau tingkat provinsi. Jadi kelompok UPPKAn ini dilibatkan dengan 

membukakan meja untuk mereka supa usaha mereka tetap berjalan. Selain itu, 

pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas tersendiri bagi pelaku 

UPPKA yaitu bila mengadakan rapat atau kegiatan diharuskan untuk membeli 

di UMKM binaan Kota Surabya. Salah satunya kelompok UPPKA yang sudah 

terdaftar di E-peken yang sudah digagas oleh pemerintah Kota Surabaya. 

c. Masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan program UPPKA ini yaitu 

banyak pengetahuan, pemasaran, packing dan mereka bisa mengembangkan 

sayap di dalam usaha mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai pengalaman 

tentang membuat makanan atau minuman dengan berbagai variasi yang 

nantinya mereka akan jual sebagai usaha mereka.  

d. Pemerintah Kota Surabaya dalam usaha  memajukan pendapatan keluarga 

sejahtera dengan usaha ekonomi keluarga. Dalam melaksanakan kewajiban 

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, kegiatan program 

UPPKA berupa pelaksanaan intervensi pelatihan bagi keluarga kurang 

sejahtera atau kurang mampu yang dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan. Pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan 

skill mereka. 

Pelatihan menurut Edwin B. Flippo dalam Sri Larasati (2018:11), 

menyatakan “Pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan knowlede dan skill 

seseorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu” (Milah, 2020) 

Oleh karena itu, kegiatan utama dari kegiatan UPPKA ini  adalah untuk 

mendorong masyarakat untuk memilih pelatihan berdasarkan minat dan bakat 

mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kesadaran 

mereka akan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Masyarakat dalam hal 
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pelatihan ini menerima positif terhadap pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, 

seperti banyak kelompok yang menghasilkan produk dengan brandingnya masing-

masing dan sudah banyak dijual di platform seperti instagram, whatsapp maupun 

di daftarkan melalui E-peken. Pemerintah Kota Surabaya sudah memenuhi dalam 

melakuakn pelatihan pada kelompok UPPKA. pelatihan ini bisa menjadi wadah 

bagi kelompok UPPKA untuk bisa berkembang melalui pelatihan kelompok 

UPPKA di Kecamatan Benowo. 

Pemerintah Kota Surabaya mengenai indikator keberhasilan program 

UPPKA ini merupakan ukuran atau patokan dalam menentukan berhasil atau 

tidaknya program yang telah dibuat. Bahwa dalam menjalankan program UPPKA 

tingkat keberhasilan mempunyai banyak faktor yang menjadi penentu dalam 

menilai keberhasilan program UPPKA, yaitu : 

a. Tingkat keberhasilan program UPPKA bila dilihat dari segi kehadiran pada 

waktu pelatihan. Pada waktu pelatihan, pemerintah mengupayakan tingkat 

keberhasilan kehadiran bisa 100% mulai dari awal sosialisasi diadakan sampai 

dengan akhir kegiatan yaitu mengadakan bazaar atau pameran. Untuk terkait 

hasil, kembali lagi kepada peserta kelompok UPPKA, meskipun pada 

dasarnya setalah diadakan pembinaan ada sistem pendampingan. 

b. Keberhasilan program dari Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan 

sarana dan prasaran untuk kebutuhan kelompok UPPKA dengan menjemput 

atau memberikan fasilitas dengan kendaraan dinas dan menyediakan meja atau 

tempat bila diadakan bazar.  

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan pada program UPPKA, sudah bisa 

dikatakan cukup efektif bagi akseptor KB. Karena program UPPKA ini berjalan 

cukup lama dan juga masuk dalam indikator kinerja pemerintah. Selain dinilai 

dari tingkat keberhasilan program UPPKA, adapula dampak program UPPKA ini 

bagi kelompok masyarakat yaitu: 

a. Dampak dari program UPPKA ini sangat membantu, dikarenakan masyarakat 

mempunyai kegiatan dirumah selain menjadi ibu rumah tangga dan mengurus 

anak. Selain itu setiap individu dari kelompok UPPKA bisa mengembangkan 

diri dengan program UPPKA yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Surabaya. 

b. Menambah pengetahuan dan menambah perekonomian di dalam keluarganya, 

dikarenakan produk yang mereka hasilkan juga dibantu jual dan promosi oleh 

pemeirntah. Selain itu dibantu oleh Dinas untuk produknya di daftar pada E-

peken. 

 

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan dan informasi yang peneliti 

dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Surabaya, serta menjawab  

rumusan masalah yang ada. Berdasarkan fokus penelitian, peran pemerinth Kota 

Surabaya dalam menjalankan program UPPKA sebagai (1) Penyelenggara 

Pemerintah dalam Program UPPKA, (2) Pembinaan Program UPPKA, dan (3) 

Pendampingan dan Pemasaran Program UPPKA. Peneliti menggunakan peran 
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Soerjono Soekamto Seorjono Soekanto (2002:243), yaitu “Peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Sebagai 

acuan untuk mrnganalisis peran pemerintah untuk mengentas kemiskinan dalam 

Program UPPKA. 

Melalui program UPPKA yang berfokus pada kelompok akseptor KB, 

Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk mengurangi kemiskinan Kota 

Surabaya. Peneliti menyimpulkan bahwa mengenali sifat masyarakat miskin dan 

memiliki mentalitas yang tepat saat memberikan bantuan uang yang disediakan 

pemerintah kepada masyarakat adalah masalah utama dalam kegiatan program 

UPPKA. 
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